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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis sistem 

pengendalian intern penerimaan retribusi tempat rekreasi Kabupaten Ende 

dapat disimpulkan bahwa:  

1. Berdasarkan unsur SPIP, Dinas Pariwisata Kabupaten Ende telah 

melakukan penerepan sesuai dengan Unsur SPIP tersebut dalam 

penerimaan retribusi tempat rekreasi dengan berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 seperti lingkungan pengendalian, 

kegiatan pengendalian, penilian resiko, informasi dan komunikasi, dan 

pemantauan.   

a. Lingkungan Pengendalian, Dinas Pariwisata Kabupaten Ende 

menerapkan sistem ini dengan baik berdasarkan peraturannya seperti 

penegakan intergritas dan nilai etika, komitmen terhadap 

kompetensi, kepemimpian yang kondusif, strukutur organisasi, 

pendelegasian dan wewenang tanggung jawab, dan hubungan kerja 

yang baik  

b. Kegiatan Pengendalian, dalam pemungutan retribusi tempat rekreasi 

di Kabupaten Ende  dimana Dinas Pariwisata telah menerapkan 

dengan baik sehingga dapat meningkatkan penerimaan retribusi 

sesuai dengan aspek-aspek yang ada seperti, review atas kinerja 
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pemerintah yang bersangkutan, pembinaan SDM, pemisahan fungsi, 

otoritas atas transaksi dan kejadian penting, pencatatan yang akurat 

atas transaksi kejadian, pembatasan akses atas SDM dan 

pencatatanya, dan akuntabilitas terhadap sumber daya dan 

pencatatanya.  

c. Penilai resiko, dalam prosedur pemungutan retribusi tempat rekreasi 

di Kabupaten Ende dimana Dinas Pariwisata Kabupaten Ende telah 

menerapkannya dimana Dinas Pariwisata Kabupaten Ende 

melakukan penerimaan retribusi sesuai dengan tujuan SKPD 

sehingga selalu memberikan kondisi yang kondusif dilapangan 

sehingga dapat mengurangi resiko yang di hadapi dilapangan  

d. Informasi dan Komunikasi, dimana pimpian instansi dan para 

pegawai menciptakan komunikasi yang baik sehingga dapat 

mencapai tujuan yang dinginkan khususnya dalam penerimaan 

retribusi, lalu dimana Dinas Pariwisata Kabupaten Ende 

memanfaatkan menjadi informasi seperti baliho dan brosur untuk 

memberikan penjelesan terkait pemungutan retribusi.  

e. Pemantauan, dalam prosedur pemungutan retribusi tempat rekerasi 

di Kabupaten Ende dimana Dinas Pariwisata Kabupaten Ende telah 

menerapakan dengan baik, dimana pimpinan isntansi dalam Dinas 

Pariwisata Kabupaten Ende selalu memantau sistem kerja yang ada 

dalam Dinas Pariwisata Kabupaten Ende. Tujuannya agar pimpinan 

dapat mengetahui para pegawai telah pekerjaannya dengan baik.  
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2. Faktor yang menghambat dalam penerimaan retibusi  tempat rekreasi 

berdasarkan berdasarkan Unsur SPIP yang pertama, unsur lingkungan 

pengendalian faktor yang menjadi penghambat adalah masih kurangnya 

SDM pengelola, pembentukan struktur organisasi yang tidak sesuai 

dengan kebutuhan, faktor di simpin kinerja,  yang kedua unsur kegiatan 

pengendalian yang menjadi penghambatan adalah kurangnya kesadaran 

dari wajib retribusi yang tidak membayar atau menunggak pembayaran 

retribusi, kurangnya penawasan secara langsung terhadap wajib retribusi, 

yang tiga unsur penilaian resiko pemberian tiket yang tidak sesuai dengan 

pengunjung yang datang , yang keempat unsur informasi dan komunikasi 

faktor yang menjadi penghambat  adalah kurangnya informasi oleh  pihak 

pengelola retribusi tempat rekreasi, masih kurangya penyebaran  informasi 

terhadap  tiket penerimaan retribusi  dan jenis tiket yang masih belum 

diterapkan, dan yang kelima unsur pemantauan faktor yang menjadi 

penghambat adalah  belum efektif nya sistem pengawasan.  

6.2   Saran 

   Adapun saran yang diberikan oleh penulis sebagai berikut : 

a. Dimana Pemerintah Dinas Pariwisata Kabupaten Ende harus menekankan 

lingkungan pengendalian, kegiatan lingkungan pengendalian, anilisis 

resiko, informasi dan komunikasi, dan pemantauan dengan baik sehingga 

dalam menjalankan penerimaan retribusi tempat rekreasi dengan baik dan 

efektif 

b. Perlu adanya evaluasi untuk para pegawai yang belum memahami kinerja 

pelaporan keuangan dalam pengelolaan retribusi. Penempatan pegawai 
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harus sesuai dengan pendidikan serta sesuai dengan tugas fungsinya 

masing-masing 

c. Perlu meningkatkan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan 

pelaksanaan pemungutan retribusi tampat rekerasi yang ada di Kabupaten 

Ende.  
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